
RANCANGAN 

 

 

 BUPATI KUDUS 

 PROVINSI JAWA TENGAH 
 

 PERATURAN BUPATI KUDUS 
                                               NOMOR         TAHUN 
  

 TENTANG 
 

PETA JALAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS 

TAHUN 2022-2025 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KUDUS, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan 

daerah yang baik, keuangan yang inklusif, dan 

perekonomian daerah yang kuat diperlukan digitalisasi 
daerah melalui elektronifikasi transaksi pemerintah 

daerah untuk kegiatan transaksi belanja dan pendapatan 
daerah, serta pembayaran di masyarakat secara non tunai 
yang berbasis digital;  

 
b. bahwa guna percepatan dan perluasan digitalisasi daerah 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan 
untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas layanan publik, 
sebagai upaya untuk mendukung transparansi dalam 

sistem pemerintahan, guna mengoptimalkan pendapatan 
daerah dan kesehatan fiskal daerah; 

 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim 
Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi 

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah untuk 
memberikan acuan bagi unit kerja dan Perangkat Daerah 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam 

menyelenggarakan percepatan dan perluasan digitalisasi 
daerah, perlu menyusun Peta Jalan Elektronifikasi 

Transaksi pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2022-
2025; 

 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 
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2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3881), sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5952); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 20l9 tentang Satu 
Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 112);  

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 
tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah 
Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara 

Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 1283); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 
Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kudus Nomor 193), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 
Nomor 252); 

14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2022 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten 

Kudus Tahun 2022 Nomor 30); 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA JALAN 

ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH KABUPATEN 

KUDUS TAHUN 2022-2025. 
 

 Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kudus. 
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4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang 
melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program. 

6. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang 
selanjutnya disingkat ETPD adalah upaya mengubah 
transaksi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah 

Daerah dari cara tunai menjadi nontunai berbasis digital.  

7. Peta Jalan ETPD adalah rencana kerja rinci dan 

berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan ETPD. 

8. Rencana Aksi ETPD adalah pedoman pelaksanaan 
kegiatan ETPD. 

9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas 
Daerah. 

10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas 

Daerah. 
 

 Pasal 2 
 

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk 

memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja 
untuk menyelenggarakan ETPD di instansi masing-masing. 

 
Pasal 3 

 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah acuan bagi 
Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan ETPD. 
 

Pasal 4 
 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Peta Jalan ETPD 
Kabupaten Kudus selama 4 (empat) tahun, yakni tahun 2022 
sampai dengan tahun 2025. 

 
Pasal 5 

 

(1)  Peta Jalan ETPD merupakan bentuk operasionalisasi 
ETPD dan rencana rinci ETPD selama 4 (empat) tahun 

yaitu Tahun 2022-2025. 
 
(2)  Peta Jalan ETPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digunakan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah di 
lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan 

percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. 
 

Pasal 6 

 
(1)  Peta Jalan ETPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

disusun dengan sistematika sebagai berikut:  

a.   pendahuluan; 
b.   asesmen ekonomi dan sistem pembayaran di Daerah; 
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c.   rencana kerja perluasan ETPD 2022-2025; dan 
d.   timeline perluasan ETPD tahun 2022-2025. 

 
(2)  Peta Jalan ETPD 2022-2025 sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 7 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus. 

 

 

Ditetapkan di Kudus 

pada tanggal 
 

BUPATI KUDUS, 

 
 

 
 

H A R T O P O 

 
Diundangkan di Kudus 

pada tanggal 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, 

 
 
 

 
SAM'ANI INTAKORIS 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN            NOMOR  

 


